
QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR   6 TAHUN  2014

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN HEWAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk lebih
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
pengguna Tempat Pelelangan Hewan Ternak, maka
perlu diatur pengelolaan tempat pelelangan hewan
ternak yang berdasarkan prinsip demokratis,
pemerataan dan keadilan serta peran masyarakat dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 130 dan
Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Pemerintah Kabupaten Bireuen berwenang untuk
memungut Retribusi Tempat Pelelangan Hewan Ternak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
suatu Qanun Kabupaten Bireuen tentang Retribusi
Tempat Pelelangan Hewan Ternak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan
Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang
Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3509);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN HEWAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati
dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang
selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas,
Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bireuen.
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8. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan
sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur
penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat
Kabupaten

9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan.

10. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Bireuen.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan
usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

12. Tempat Pelelangan Ternak yang selanjutnya dapat
disingkat TPT adalah tempat dan fasilitas yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan
ternak.

13. Tempat Penampungan Ternak adalah bangunan terdiri dari
lokasi lelang ternak yang telah ditetapkan untuk
menampung ternak-ternak yang baru masuk di dalam
lokasi dimaksud untuk dilelang dan dijual.

14. Retribusi Tempat Pelelangan Ternak yang selanjutnya
disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas
pelelangan ternak, termasuk jasa pemeriksaan kesehatan
hewan dan prasarana serta jasa lainnya yang disediakan
atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

15. Pasar Ternak adalah suatu kompleks bangunan dengan
desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan
teknis dan higienis tertentu, serta digunakan sebagai
tempat transaksi jual beli hewan ternak untuk konsumsi
masyarakat.

16. Hewan Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya
yakni mengenai tempat, perkembangbiakan serta
manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta
dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan
jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan
untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
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18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.

23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Atas
Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

25. Penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB II
PENGGUNAAN TEMPAT PELELANGAN HEWAN TERNAK

Pasal 2

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memperjualbelikan
hewan di Tempat Pelelangan Hewan Ternak dapat
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah
Kabupaten.
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(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
didalamnya pemeriksaan kesehatan hewan dalam rangka
pencegahan penyakit hewan menular.

(3) Pengelolaan fasilitas Tempat Pelelangan Hewan Ternak dan
pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan oleh Pelaksana
Teknis Dinas yang ditunjuk.

(4) Bagi hewan yang masuk ke Tempat Pelelangan Hewan
Ternak sebelum atau sesudah hari pasar, disediakan
tempat penampungan hewan ternak sebagai tempat
penginapan hewan.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Hewan Ternak
dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan
penyediaan Tempat Pelelangan Hewan Ternak.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Hewan Ternak adalah
penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus
disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan
pelelangan hewan ternak, termasuk jasa pelelangan serta
fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan,
tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak
lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan,
dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak
Swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati tempat pelelangan hewan ternak.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Pelelangan Hewan Ternak tergolong dalam
Retribusi Jasa Usaha.
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BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat
penggunaan jasa/fasilitas yang meliputi jenis fasilitas, jumlah
hewan ternak dan jenis hewan ternak.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya
tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak dan atau penggantian biaya antara lain
meliputi biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin
penyediaan jasa, biaya administrasi umum, keamanan dan
kebersihan tempat pelelangan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif  Retribusi ditetapkan sebagai
berikut :

JENIS RETRIBUSI TARIF (Rp.) KET
a. Masuk Lokasi Pelelangan

- Sapi
- Kerbau
- Kuda
- Kambing
- Domba

b. Surat Keterangan Kepemilikan Ternak
(SKKT)
- Sapi
- Kerbau
- Kuda
- Kambing
- Domba

c. Jasa Penginapan Ternak
- Sapi
- Kerbau
- Kuda
- Kambing
- Domba

d. Pemeriksaan Kesehatan Hewan
- Sapi
- Kerbau
- Kuda
- Kambing
- Domba

7.000,-/ekor
7.000,-/ekor
7.000,-/ekor
2.000,-/ekor
2.000,-/ekor

13.000,-/ekor
13.000,-/ekor
13.000,-/ekor

-
-

20.000,-/ekor
20.000,-/ekor
20.000,-/ekor
5.000,-/ekor
5.000,-/ekor

3.000,-/ekor
3.000,-/ekor
3.000,-/ekor
1.000,-/ekor
1.000,-/ekor
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Pasal 10

(1) Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Hewan Ternak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Tempat Pelelangan Hewan Ternak yang terutang
dipungut di wilayah Kabupaten Bireuen.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu
langganan.

(4) Hasil pungutan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas
Daerah.

(5) Dalam hal penggunaan fasilitas tempat pelelangan ternak
kurang dari satu hari dianggap satu hari.

(6) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk
membiayai kegiatan pelayanan dan penyediaan fasilitas
tempat pelelangan ternak atau jasa lainnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Tempat
Pelelangan Ternak atau tempat lain yang ditunjuk sesuai
waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
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(2) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi secara
tunai/lunas kepada Petugas Pemungut Retribusi,
selanjutnya disetor kepada Bendahara Penerimaan di
SKPD melalui Petugas Pengumpul Retribusi dari SKPK.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang
ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke Kas
daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu
yang ditentukan oleh Bupati.

(4) Bilamana pembayaran retribusi daerah dilakukan setelah
lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat
(1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua
persen) setiap bulan dari retribusi utang dan tagihan
dengan menerbitkan STRD.

(5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin
kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi
terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(6) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (4) ditentukan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penagihan

Pasal 14

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan
menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.

(2) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal
surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib
Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
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(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga ) bulan sejak tanggal SKRD  diterbitkan,  kecuali
apabila Wajib Retibusi tertentu dapat menunjukan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi,
bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan
oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah
besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian pada
Bupati.
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(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan Keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan
imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-
kurangnya menyebutkan :
a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. masa retribusi;
c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang disingkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti
pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat
permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Retribusi.
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(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan
dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan
cara pemindahan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN & PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan
dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi
sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau
kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan
Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

(3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain
diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan
kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.

(4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan
pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang
retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi

baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.
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(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

Pasal 23

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang
tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
penerimaan Negara.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Pelanggaran.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua) persen setiap
bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :
a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah;

e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat
Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

(1) Dengan ditetapkannya Qanun ini, maka seluruh
pengaturan mengenai Retribusi Tempat Pelelangan Hewan
Ternak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Maret  2014

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN  2014 NOMOR 43
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PENJELASAN
ATAS

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 6 TAHUN  2014

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN HEWAN TERNAK

I.  UMUM :

Bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi
Daerah yang luas, nyata dan bertanggung  jawab kepada daerah diberikan
kewenangan dan kemandririan untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Asli pendapatan
Daerah.

Sebagai salah satu bagian continous improvement maka Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini
memperbaiki tiga hal Yaitu :
1. Penyempurnaan sistim pemungutan Pajak dan Retribusi;
2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang

Perpajakan Daerah (Local Taxing Empowerment);
3. Peningkatan efektifitas pengawasan.

Penyempurnaan sistim pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
dilakukan dengan mengubah sistim daftar terbuka menjadi sistim daftar
tertutup, dalam arti Daerah hanya boleh memungut pajak dan retribusi
yang obyeknya tercantum dalam Undang Undang dimaksud.

Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan
berhasil guna serta untuk adanya ketertiban penjualan, pelelangan dan
pemanfaatan ternak yang sesuai dengan standar ternak, berdasarkan
pada jenis/ras dan bangsa, penentuan umur dan jenis kelamin, maka
dipandang perlu menetapkan Retribusi Tempat Pelelangan Hewan Ternak
dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan jasa
usaha.

Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi
Tempat Pelelangan Hewan Ternak, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas
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Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas



18

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 86


